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ABSTRAK

Yulia Citra/222012108/2016/Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro
Kecil dan Menengah dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak/Perpajakan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi
(pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan) terhadap kepatuhan pemilik UMKM
dalam memiliki NPWP baik secara parsial maupun simultan. Tujuannya adalah untuk mengetahui
faktor-faktor yang mempengaruhi (pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan)
terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP baik secara parsial maupun simultan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Palembang llir Barat. Variabel dalam penelitian ini adalah pemahaman pajak, pelayanan
fiskus, sanksi perpajakan dan kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Populasi dalam
penelitian ini adalah jumlah UMKM yang terdaftar dan memiliki NPWP di KPP Pratama
Palembang llir Barat yang berjumlah 5.037. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan simple
random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 98 responden. Data yang digunakan adalah data
primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah interview,
kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial pemahaman pajak dan sanksi perpajakan tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP sedangkan pelayanan
fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Adapun secara
simultan pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap
kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

Kata Kunci: pemahaman, pelayanan, sanksi, kepatuhan dan NPWP



ABSTRACT

Yulia Citra/222012105/2016/Factors that Influence the Obedience of Micro Small and Medium-
Sized Businesses Owner to have The Tax Registration Number/Tax.

The problem of this study was whether the factors that affect (tax understanding, fiscus service and
tax penalties) to the obedience of micro small and medium-sized businesses owner to have the tax
registration number partially and simultaneously. The objective of this study was to find out the
Jactors that affect (tax understanding, fiscus service and tax penalties) to the obedience of micro
small and medium-sized businesses owner to have the tax registration number partially and
simultaneously.

This study was associative research. It was conducted in Pratama Tax Office lir Barat
Palembang. The variables in this study were tax understanding, fiscus service, tax penalties and
the obedience of micro small and medium-sized businesses owner to have the tax registration
number. The population in this study was 5.037 micro smal and medium-sized businesses which
had tax registration number in Pratama Tax Office llir Barat Palembang. Technique sampling
used inthis study was simple randon sampling (98 responders). The data used in this study was
primary and secondary data. The technique for collecting the data were interview, questionnaire
and documentation. The technique for analyzing the data quantitative analysis.

The result of this study found that partially, tax undersatnding and tax penalties did not give any
influence on the obedience of micro small and medium-sized businesses owner to have the tax
registration number. Meanwhile, fiscus service and tax penalties gave an influence on the
obedience of micro small and medium-sized businesses owner to have the tax registration number.
Furthermore, simultaneously, tax understanding, fiscus service and tax penalties gave an influence
on the obedience of micro small and medium-sized businesses owner to have the tax registration
number.

Keywords: understanding, service, penalties, obedience and tax registration number.



BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan usaha di Indonesia dari tahun.ke tahun menunjukkan hal
yang positif, terutama dalam sektor usaha mikro kecil dan menengah.
Menurut data Kementrian Koperasi dan UKM tahun 2013 sampai saat ini, ada
sekitar lebih dari 55 juta entitas UMKM atau 99,98% dari total unit usaha di
Indonesia. Adanya pertumbuhan usaha disektor UMKM ini akan membuat
penerimaan disektor pajak juga bertambah, karena bertambahnya wajib pajak
orang pribadi yang melakukan usaha dalam sektor UMKM vyang akan
membayar pajak. Salah satu peran pajak bagi negara Indonesia adalah sebagai
sumber penerimaan kas negara, yang diharapkan dari penerimaan tersebut
pemerintah mampu untuk membangun dan mengatur kesejahteraan rakyat.
Untuk itu peran pajak menjadi sangat penting bagi suatu negara, akan tetapi
hingga saat ini permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak tetap menjadi
permasalahan yang laten dalam bidang perpajakan (www. koran-sindo.com).

Kepatuhan pajak pada prinsipnya sangat luas yaitu tindakan wajib
pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seperti membayar,
melaporkan, menetapkan, menyetorkan dan mendaftarkan diri untuk memiliki
NPWP sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan dalam
memiliki NPWP merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh

pemerintah, karena NPWP mejadi awal dari keinginan seseorang untuk



bersikap patuh terhadap kewajiban perpajakannya sebelum wajib pajak
membayar, melapor, menyetor dan menghitung besarnya pajak terhutang.
Dalam memiliki NPWP banyak manfaat yang akan dirasakan oleh WPOP
khususnya yang menjalankan usaha yaitu, sebagai pengajuan kredit di bank,
pembelian valuta asing kepada bank dalam jumlah tertentu, pengurusan surat
izin usaha perdagangan, pengalihan atas hak atas tanah dan/atau bangunan,
impor barang tertentu, dan lain-lain.

Wajib pajak dikatakan memahami pajak apabila mengetahui kegunaan
nomor pokok wajib pajak, mengetahui kegunaan pajak, mengetahui tata cara
perpajakan, mengetahui penghasilan tidak kena pajak, mengetahui
penghasilan kena pajak dan tarif pajak (Siti, 2009: 48). Untuk itu tingkat
pemahaman merupakan suatu proses peningkatan pengetahuan secara
intensif, yang dilakukan seseorang individu dan sejauh mana individu
tersebut dapat mengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin
diketahui. Jika seseorang memiliki tingkat pemahaman yang baik maka akan
dapat melaksanakan sesuatu dengan baik pula. Dalam menjalankan kewajiban
perpajakannya, wajib pajak haruslah menguasai peraturan serta kewajiban
yang dijalankannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku. Demikian
pemahaman tentang perpajakan berupa informasi perpajakan dan peraturan
perpajakan, akan meningkatkan kepatuhan seseorang dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya (Fidel, 2010: 27).

Faktor pelayanan pajak merupakan hal yang mutlak yang harus

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Misalnya dengan dibukanya Kantor



Pelayanan Pajak Pratama, Kantor Pelayanan Pajak Madya yang kesemuanya
untuk melayani wajib pajak, yaitu dengan pelayanan yang baik dan benar
dengan tidak adanya biaya. Hal ini yang menjadi penekanan pemerintah agar
masyarakat dan wajib pajak benar-benar terlayani atas pajak yang
diberikannya kepada negara (Fidel, 2010: 30). Persepsi yang baik dari
masyarakat mengenai perpajakan, dimulai dengan adanya kepuasaan wajib
pajak dalam menanggapi pelayanan dari para aparat pajak. Kualitas
pelayanan merupakan faktor utama pembentuk persepsi seseorang, karena
wajib pajak dapat menilai apakah keinginanannya telah terpenuhi atas
pelayanan yang diberikan tersebut, sehingga wajib pajak dapat
membandingkan harapan untuk menerima layanan dan pengalaman
sebenarnya atas layanan yang diterima.

Faktor sanksi pajak juga merupakan jaminan bahwa, ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti
atau ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar
wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009: 56).
Menurut Pasal 39 UU KUP, setiap orang yang telah memenuhi syarat
subjektif dan objektif diwajibkan untuk memiliki NPWP. Apabila dengan
sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP, sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat dikenakan sanksi
pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun. Denda
paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar

dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang



dibayar. Pernyataan UU KUP di atas secara tegas memberikan sanksi perdata
dan sanksi administrasi untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, akan
tetapi kenyataan yang ada masih banyak WPOP yang tidak peduli dengan
adanya sanksi tersebut, dan tetap dapat melakukan usaha atau pekerjaan bebas
meskipun tidak memiliki NPWP, sehingga sanksi pidana tersebut terkesan
tidak diterapkan secara tegas dan konsisten (Ahmad, 2012: 120)

Penelitian Siti dan Zulaikha (2013) menunjukan bahwa pemahaman
wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak, sedangkan manfaat NPWP, kualitas pelayanan dan
sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Arabella dan Yenni (2013)
menunjukkan bahwa, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh
positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini sejalan dengan
Josephine dan Retnaningtyas (2013) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa,
variabel tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kualitas pelayanan
petugas pajak dan persepsi atas sanksi perpajakan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.



Tabel 1.1
Perbandingan Jumlah UMKM di Kota Palembang dengan
UMKM yang Terdaftar dan Memiliki NPWP di
KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Tahun Jumlah Jumlah UMKM yang Terdaftar | Presentase
UMKM Kota dan Memiliki NPWP di KPP (%)
Palembang Pratama Palembang
1lir Barat
2010 28.766 3.707 12,89%
2011 29.512 4.230 14,33%
2012 30.108 4.721 15,68%
2013 31.344 4.923 15.71%
2014 32.706 5.037 15,40%

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang
dan KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2015

Tabel I.1 tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2010 hingga tahun
2014 terjadi kenaikan jumlah UMKM di Kota Palembang, dan diiringi pula
dengan kenaikan jumlah UMKM yang terdaftar, dan memiliki NPWP di KPP
Pratama Palembang Ilir Barat. Adanya peningkatan jumlah UMKM yang
terdaftar dan memiliki NPWP tersebut, tidak sebanding dengan peningkatan
jumlah UMKM yang ada di Kota Palembang. Hal tersebut terlihat dari jumlah
UMKM yang mendaftarkan diri pada tahun 2014 di KPP Pratama Palembang
llir Barat, hanya mencapai 15,40% dari jumlah UMKM yang ada di Kota
Palembang, sedangkan sisanya sebesar 84,60% masih belum mendaftarkan
usahanya dan belum memiliki NPWP. Hal tersebut menunjukkan bahwa di
Kota Palembang masih terdapat permasalahan pemahaman, pelayanan dan
sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak terutama dari sektor UMKM dalam

memiliki NPWP.



Tabel 1.2
Kontribusi Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM Kota Palembang
Tahun Penerimaan Pajak KPP Penerimaan Pajak | Kontribusi
Pratama Palembang Ilir | dari Sektor UMKM (%)
Barat Kota Palembang
2010 357.733.231.501 94.907.568.736 26%
2011 418.162.074.807 124.634.845.253 30%
2012 574.427.264.834 145.105.474.758 25%
2013 609.953.627.094 211.064.242.337 35%
2014 746.880.775.103 255.323.551.903 34%

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2015

Tabel 1.2 tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pajak dari sektor
UMKM masih cukup rendah, yaitu hanya berkisar pada 25% - 35% dari
jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Jumlah
penerimaan pajak tersebut tidak sebanding, apabila dibandingkan dengan
jumlah UMKM di Kota Palembang yang terus mengalami peningkatan.
Penerimaan pajak dari sektor UMKM terus menunjukkan peningkatan, tetapi
jumlah tersebut harus terus dioptimalkan mengingat jumlah potensi UMKM
yang ada di Kota Palembang masih cukup besar.

Masih rendahnya tingkat kepatuhan pemilik UMKM dalam
melakukan kewajiban perpajakannya, terutama kewajiban untuk memiliki
NPWP, maka penting untuk dikaji secara mendalam mengenai kepatuhan
wajib pajak khususnya UMKM untuk memiliki NPWP dengan judul
penelitian Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP) (Studi Kasus Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat).




Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas,

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1.

Bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi (pemahaman pajak,
pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan) secara parsial, terhadap
kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP yang terdaftar di KPP
Pratama Palembang Ilir Barat?

Bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi (pemahaman pajak,
pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan) secara simultan, terhadap
kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP yang terdaftar di KPP

Pratama Palembang Ilir Barat?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan pnelitian ini adalah

sebagai berikut:

1.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi (pemahaman pajak,
pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan) secara parsial, terhadap
kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP yang terdaftar di KPP
Pratama Palembang Ilir Barat.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi (pemahaman pajak,
pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan) secara simultan, terhadap
kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP yang terdaftar di KPP

Pratama Palembang Ilir Barat.



D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan

memeberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1.

Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi  (pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi
perpajakan), terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki
NPWP.

Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

Dengan penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan
pemikiran mengenai, faktor-faktor yang mempengaruhi (pemahaman
pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan), terhadap kepatuhan
pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

Bagi Almamater

Dapat dijadikan sebagai informasi, wawasan dan ilmu pengetahuan
mengenai, faktor-faktor yang mempengaruhi (pemahaman pajak,
pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan), terhadap kepatuhan pemilik
UMKM dalam memiliki NPWP, serta dapat menjadi acuan atau kajian

bagi penulisan di masa yang akan datang.
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KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Siti dan Zulaikha (2013) yang
berjudul Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas
Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Rumusan
masalah bagaimanakah pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib
pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh kemanfaatan NPWP,
pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan terhadap
kepatuhan wajib pajak.

Data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data
adalah kuesioner. Adapun populasi pada penelitian ini wajib pajak orang
pribadi yang melakukan usaha di Kabupaten Tegal sebanyak 16.614 wajib
pajak dan teknik pengambilan sampel menggunakan convenience sampling
dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Analisis data pada penelitian
ini adalah analisis kuantitatif. Untuk teknik analisis menggunakan uji
reliabilitas, uji validitas, statistik deskipstif dan analisis regresi logistik.
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat diperoleh
kesimpulan sebagai berikut, pemahaman wajib pajak secara parsial

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak,
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sedangkan kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan
secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Arabella dan Yenni (2013)
dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan
dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
Rumusan masalah bagaimanakah pengaruh kualitas petugas pajak, sanksi
perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM baik secara parsial maupun simultan? Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan
biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara
parsial maupun simultan.

Data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data
adalah kuesioner. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak UMKM
yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur berjumlah 51 wajib
pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling
dengan jumlah sampel sebanyak 45 responden. Analsis data menggunakan
analisis kuantitatif, sedangkan teknik analisis adalah uji validitas, uji
reliabilitas dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa,
kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM. Biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh Josephine dan Retnaningtyas

(2013) yang berjudul Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib
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Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak dan Persepsi Atas Sanksi Perpajakan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Sidoarjo. Rumusan
masalah bagaimanakah pengaruh tingkat pemahaman peraturan pajak wajib
pajak, kualitas pelayanan petugas pajak, dan persepsi atas sanksi perpajakan
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Sidoharjo baik secara
parsial maupun simultan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kualitas pelayanan
petugas pajak, dan persepsi atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib
pajak UMKM di Wilayah Sidoharjo baik secara parsial maupun simultan.
Data yang digunakan adalah data primer, sedangkan metode
pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner. Populasi dalam
penelitian ini adalah pengusaha UMKM yang mempunyai usaha di Wilayah
Sidoarjo. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan purposive sampling
dengan jumlah sampel sebanyak 40 responden. Analisis data menggunakan
metode kuantitatif, sedangkan teknik analisis menggunakan uji validitas, uji
reliabilitas dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa, variabel tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kualitas
pelayanan petugas pajak dan persepsi atas sanksi perpajakan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah

Sidoharjo.



Tabel I1.1
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Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya

No

Judul, Nama dan Tahun Penelitian

Persamaan dan Perbedaan
Penelitian

Pengaruh Kemanfaaatan NPWP,
Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas
Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak (Siti dan
Zulaikha, 2013).

Persamaan:

Sama-sama menggunakan
variabel kualitas pelayanan
fiskus dan sanksi perpajakan
sebagai variabel independen.

Perbedaan:

Lokasi penelitian yang berbeda
dan penulis menambahkan
variabel pemahaman pajak
sebagai variabel independen
dan kepatuhan pemilik
UMKM dalam memiliki NPWP
sebagai variabel dependen.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas
Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya
Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak UMKM (Arabella dan
Yenni , 2013).

Persamaan:

Sama-sama mengggunakan
kualitas pelayanan fiskus dan
sanksi perpajakan sebagai
variabel independen.

Perbedaan:

Lokasi penelitian yang berbeda
dan penulis menambahkan
pemahaman pajak sebagai
variabel independen serta
kepatuhan pemilik UMKM
dalam memiliki NPWP sebagai
variabel dependen .

Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan
Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan
Petugas Pajak, dan Persepsi Atas Sanksi
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak UMKM di Wilayah Sidoarjo
(Josephine dan Retnaningtyas, 2013).

Persamaan:

Sama-sama menggunakan
variabel kualitas pelayanan
fiskus dan sanksi perpajakan
sebagai variabel independen.

Perbedaan:

Lokasi penelitian yang berbeda
dan kepatuhan pemilik UMKM
dalam memiliki NPWP sebagai
variabel dependen.

Sumber: Penulis, 2016
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B. Landasan Teori
1. Pemahaman Pajak
a. Memahami pajak melalui konsep-konsep dasar perpajakan

Konsep-konsep dasar perpajakan pada undang-undang perpajakan
adalah gambaran dari proses yang digunakan oleh akal budi untuk
memahami peraturan pefundang-undangan perpajakan. Mengusai
konsep-konsep perpajakan dapat dilakukan dengan pendalaman
undang-undang perpajakan, seperti ketentuan umum dan tata cara
perpajakan (Fidel, 2010: 23). Berdasarkan konsep-konsep perpajakan
tersebut di atas, maka pada akhirnya akan diperoleh:

1) Wajib pajak mampu dengan mengisi SPT masa (bulanan).

2) Mampu mengatasi masalah perpajakan seperti, pemeriksaan
perpajakan, keberatan, banding, penagihan pajak dan angsuran
serta balik nama pajak bumi dan bangunan.

b. Memahami pajak melalui pengembangan pemahaman konsep dasar
perpajakan

Berdasarkan penguasaan konsep-konsep dasar pajak yang mana

didahului  dengan pendalaman peraturan perundang-undangan

perpajakan, maka dikembangkan lagi peraturan perpajakan yang
merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan undang-undang perpajakan.

Adanya pengembangan pemahaman konsep dasar perpajakan, maka

pasti akan diperoleh hasil yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya,

yaitu mampu mengisi dan membuat SPT masa maupun SPT tahunan
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dengan lebih baik lagi, serta mampu mengatasi perpmassalahan
perpajakan lebih baik lagi dari sebelumnya (Fidel, 2010: 24).
¢. Mengenal dan memahami melalui istilah-istilah penting perpajakan

Mengenal dan memahami istilah-istilah perpajakan sangatlah penting
dan berguna bagi wajib pajak, karena dengan mengenal dan memahami
istilah-istilah penting perpajakan akhirnya berguna untuk tujuan
pembelajaran pembuatan SPT masa dan tahunan, serta guna mampu
mengatasi masalah perpajakan (Fidel, 2010: 25).

Dari  penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan
pemahaman wajib pajak adalah cara wajib pajak dalam memenuhi
semua hal yang berhubungan dengan perpajakan. Baik itu mengenai
manfaat pajak, peraturan perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan,
mekanisme untuk memenuhi hak dan kewajiban, serta sanksi yang yang
akan diterima apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban

perpajakan.

2. Pelayanan Fiskus
Pelayanan adalah suatu proses bantuan dalam memenuhi kebutuhan
dan harapan pelanggan, dengan kata lain pelayanan merupakan suatu
standar kualitas karena dituntut sesuai dengan harapan kepuasan pelanggan
atau masyarakat (Khairul, 2009: 86), sedangkan fiskus adalah aparat pajak.
Dalam kasus pemasaran jasa, dimensi mutu pelayanan jasa yang paling

sering dijadikan acuan yaitu (Fandy, 2008: 68):
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a. Bukti langsung (tangibles),yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan,
karyawan dan sarana komunikasi.

b. Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan dan kesediaan para
karyawan untuk membantu para pelanggan dan memberikan layanan
dengan tanggap.

c. Keandalan (reliability), yaitu kemampuan memberikan layanan yang
dijanjikan dengan segara, akurat dan memuaskan.

d. Jaminan (assurance), yaitu mencakup pengetahuan, kompetensi,
kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para karyawan
bebas dari bahaya fisik, risiko atau keragu-raguan.

e. Empati (emphaty), yaitu meliputi kemudahan dalam melakukan
hubungan komunikasi yang efektif, perhatian personal dan
pemahaman atau kebutuhan individual para pelanggan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan
pelayanan fiskus adalah ukuran sebarapa baik tingkat pelayanan yang
diberikan, sesuai dengan harapan konsumen dalam hal ini wajib pajak.

Baik itu bukti langsung, daya tanggap, kehandalan, jaminan dan empati.

3. Sanksi Perpajakan
Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau
ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar

wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penerapan sanksi
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diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh

wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang perpajakan

(Mardiasmo, 2009: 56). Dalam bidang perpajakan sanksi dibedakan

menjadi 2 (dua) bentuk yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana

(Ahmad, 2012: 120):

a.

Sanksi administrasi bunga

Sanksi administrasi dalam bentuk bunga dikenakan kepada wajib
pajak, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk suatu masa
pajak, tahun pajak atau bagian tahun pajak tertentu. Besarnya sanksi
administrasi bunga ditetapkan 2% per bulan dihitung sejak saat
terhutangnya pajak sampai dengan pelunasan.

Sanksi administrasi denda

Sanksi administrasi denda dikenakan kepada wajib pajak sebagai
akibat dari suatu tindakan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah
ditetapkan.

Sanksi administrasi kenaikan

Sanksi administrasi dalam bentuk kenaikan dikenakan terhadap wajib
pajak, karena terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar, tidak atau
kurang potong, dipungut, atau disetorkan dan adanya pengakuan
kompensasi yang tidak benar.

Sanksi pidana kurungan

Sanksi pidana kurungan dapat dikenakan terhadap pelaku tindak

pidana dibidang perpajakan yang meliputi wajib pajak (wakil, kuasa
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dan pegawai), pejabat atau pihak lainnya yang menyuruh melakukuan,
turut serta melakukan, menganjurkan atau melakukan tindak pidana
dibidang perpajakan. Pidana kurungan dapat dikarenakan sebagai
akibat tindak pidana dibidang perpajakan karena kealpaan.
e. Sanksi Pidana Penjara

Sanksi pidana penjara dikenakan terhadap pelaku tindak pidana
dibidang perpajakan yang meliputi, wajib pajak (wakil, kuasa, atau
pegawai), pejabat atau pihak lainnya yang menyuruh melakukan, turut
serta melakukan, menganjurkan atau melakukan tindak pidana
dibidang perpajakan. Pidana penjara dikarenakan sebagai akibat
tindak pidana dibidang perpajakan karena kesenjangan, percobaan
atau pengulangan.

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan sanksi
perpajakan adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak,
pejabat atau pegawai yang berhubungan dengan pajak yang
melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa.
Apabila wajib pajak melanggar peraturan perpajakan akan dikenakan

sanksi administrasi dan sanksi pidana.

4. Kepatuhan Wajib Pajak
a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan perpajakan adalah ketaatan, tunduk dan patuh serta

melaksankan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah
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wajib pajak yang taat dan memenuhi, serta melaksanakan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan

(Sony dan Rahayu, 2006: 48). Wajib pajak patuh adalah wajib pajak

yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak

yang memenubhi Kriteria tertentu (Fidel, 2010: 53):

1) Tepat waktu dalam menyampaian surat pemberitahuan meliputi:

2)

3)

a)

b)

Penyampaian surat pemberitahuan tahunan tepat waktu dalam
selama 3 tahun terakhir.

Penyampaian surat pemberitahuan masa yang terlambat
dalam tahun terakhir, sebelum tahun penetapan wajib pajak
dengan kriteria tertentu untuk masa pajak Januari sampai
November, tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis
pajak dan tidak berturut-turut.

Surat pemberitahuan masa yang terlambat sebagaimana
dimaksud pada huruf b) telah disampaikan, tidak lewat dari
batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa pajak

berikutnya.

Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang

perpajakan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai ketentuan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun

terakhir.

Tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf b) adalah keadaan wajib pajak pada tanggal 31
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Desember, tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak dengan
kriteria tertentu.

4) Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga
pengawasan keuangan pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf ¢) adalah laporan keuangan yang dilampirkan dalam
surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, yang wajib
disampaikan selama 3 tahun berturut-turut sampai dengan akhir
tahun sebelum tahun penetapan wajib pajak dengan kriteria
tertentu.

Berdasarkan  beberapa penjelasan di atas  penulis
menyimpulkan bahwa, kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi
dimana masyarakat sebagai wajib pajak mengetahui, sadar dan patuh
serta telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak yang patuh. Wajib
pajak dikatakan patuh apabila menyampaikan SPT masa dan tahun
tepat waktu, tidak pernah dipidana, tidak punya tunggakan pajak dan

laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik.

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan
kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan,
yang dipergunakan sebagai, tanda pengenal diri atau identitas wajib
pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Herry,
2010: 25). Nomor pokok wajib pajak merupakan suatu sarana dalam

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai, tanda pengenal
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diri atau identitas wajib pajak (Siti, 2009: 22). Nomor pokok wajib
pajak adalah nomor yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada
wajib pajak, sebagai sarana administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Waluyo dan
Wirawan, 2006: 26).

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan nomor pokok wajib
pajak merupakan identitas yang unik yang dimiliki oleh wajib pajak,
dimana setiap wajib pajak harus diberikan satu NPWP. Digunakan
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, dengan demikian

dapat menjaga ketertiban dalam proses administrasi perpajakan.

Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak

Fungsi NPWP (Ahmad, 2012: 15):

1) Sebagai identitas wajib pajak.

2) Untuk menjaga ketertiban pembayaran dan pengawasan
administrasi perpajakan.

3) Untuk keperluan wajib pajak dalam pengisian dokumen
perpajakan dan pemenuhan kewajiban-kewajiban perpajakan.

4) Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu lainnya

seperti Bea Cukai, bank dan lain-lain.
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d. Kewajiban untuk Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012
menyebutkan bahwa yang diwajibkan mendaftar dan mendapatkan

NPWP adalah:

1) Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, berdasarkan
perjanjian pemisahan harta yang didasarkan keputusan hakim
dikehendaki secara tertulis.

2) Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai
tempat usaha tersebut di beberapa tempat.

3) Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh
penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun.

4) Wajib pajak orang pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat

mengajukan untuk memperoleh NPWP.

e. Prosedur Administrasi Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak
Selain mengisi formulir pendaftaran, wajib pajak harus
menyertakan data pendukung yang perlu, diantaranya sebagai berikut
(Booklet, 2013: 9):
1) Untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha
atau pekerjaan bebas, syaratnya kartu tanda penduduk bagi

penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing.
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2) Untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas, syaratnya kartu tanda penduduk bagi penduduk
Indonesia atau paspor bagi orang asing.
3) Untuk wajib pajak badan
a) Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan
penunjukkan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap.

b) NPWP pimpinan atau penanggung jawab badan.

¢) Kartu tanda penduduk bagi penduduk Indonesia atau paspor
bagi orang asing sebagai penanggung jawab.

4) Untuk bendahara sebagai pemungut atau pemotong:.

a) Surat penunjukkan sebagai bendahara.
b) Kartu tanda penduduk bendahara.

5) Untuk joint operation sebagai wajib pajak pemungut atau
pemotong;:

a) Perjanjian kerjasama/akte pendirian sebagai joint operation.
b) Kartu tanda penduduk bagi penduduk Indonesia atau paspor
bagi orang asing sebagai penanggung jawab.

¢) NPWP pimpinan/penanggung jawab joint operation.

f. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
Penghapusan nomor pokok wajib pajak dilakukan oleh

Direktorat Jenderal Pajak apabila (Siti, 2009: 32):
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Diajukan permohonan penghapusan nomor pokok wajib pajak
oleh wajib pajak dan/atau ahli warisanya, apabila wajib pajak
sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif,
sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

Wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau
penggabungan usaha.

Wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya
di Indonesia, atau

Dianggap perlu oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk
menghapuskan nomor pokok wajib pajak dari wajib pajak yang
sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif,
sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan

perpajakan.

S. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik UMKM

dalam Memiliki NPWP

Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Pemiliik

UMKM dalam Memiliki NPWP

Pemahaman pajak adalah cara wajib pajak dalam memenuhi

semua hal yang berhubungan dengan perpajakan. Baik itu mengenai

manfaat pajak, peraturan perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan,

mekanisme untuk memenuhi hak dan kewajiban, serta sanksi yang
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yang akan diterima apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban
perpajakan. Wajib pajak dikatakan paham apabila mengetahui
kegunaan nomor pokok wajib pajak, mengetahui kegunaan pajak,
mengetahui tata cara perpajakan, mengetahui penghasilan tidak kena
pajak, penghasilan kena pajak dan tarif pajak (Siti, 2009: 48).

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak
haruslah menguasai peraturan serta kewajiban yang dijalankannya
agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku. Demikian pemahaman
tentang perpajakan berupa informasi perpajakan dan peraturan
perpajakan, akan meningkatkan kepatuhan seseorang dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya (Fidel, 2010: 27).

Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan UMKM dalam
Memiliki NPWP

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak
adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak.
Peningkatan kualitas dan pelayanan diharapkan dapat meningkatkan
kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan, schingga
meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Faktor pelayanan
merupakan hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Pajak. Misalnya dengan dibukanya Kantor Pelayanan Pajak
Pratama, Kantor Pelayanan Pajak Madya yang kesemuanya untuk

melayani wajib pajak, yaitu dengan pelayanan yang baik dan benar
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dengan tidak adanya biaya. Hal ini yang menjadi penekanan
pemerintah agar masyarakat dan wajib pajak benar-benar terlayani
atas pajak yang diberikannya kepada negara (Fidel, 2010: 30).

Selama ini masih ada wajib pajak yang berpersepsi negatif
terhadap petugas pajak yang terlihat pada rendahnya pelayanan
kepada wajib pajak. Untuk itu ada lima dimensi yang dapat digunakan
untuk mengevaluasi mutu pelayanan petugas pajak yaitu bukti langsung
(tangibles), daya tanggap (responsiveness), keandalan (reliabilitas), jaminan

(assurance) dan empati (emphaty) (Fandy, 2008: 68).

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan UMKM
dalam Memiliki NPWP

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan
dituruti atau ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan
alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.
Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya
kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh
undang-undang perpajakan (Mardiasmo, 2009: 56).

Pengenaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan
terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga dapat
meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan
patuh karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan legal

dalam usahanya menyeludupkan pajak (Sony dan Rahayu, 2006: 112).
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Semakin tinggi sanksi pajak yang dibanyarkan maka makin tinggi

tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memunuhi kewajiban

perpajakannya.
C. Hipotesis
Hy : Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi (pemahaman pajak,
pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan) secara parsial, terhadap
kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.
H,: Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi (pemahaman pajak,

pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan) secara simultan, terhadap

kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.



BAB II1

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplanasinya dibagi menjadi tiga
macam (Sugiyono, 2012: 53):
1. Penelitian Deskriptif
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui
nilai variabel satu atau lebih tanpa membandingkan dengan variabel lain.
2. Penelitian Komparatif
Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat
membandingkan satu atau lebih tetapi untuk sampel yang lebih dari satu.
3. Penelitian Asosiatif
Penelitian asosiatif adalah penelitian yang berhubungan untuk
mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
penelitian asosiatif. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor
yang mempengaruhi (pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi
perpajakan) terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP

yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir

27
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Barat, Jalan Tasik, Kambang Iwak, Palembang 30135 Telp. (0711) 315289,

357077, Faksimile (0711) 313119 Palembang Sumatera Selatan.

C. Operasionalisasi Variabel

Tabel I11.1
Operasionalisasi Variabel
Variabel Definisi Indikator Skala
Pegukuran
Pemahaman | Cara wajib pajak Memahami konsep- Skala
Pajak (X1) dalam memenuhi konsep dasar perpajakan. | Interval
semua hal yang b. Mengembangkan
berhubungan pemahaman konsep dasar
dengan perpajakan. perpajakan.
€. Mengenal dan memahami
istilah-istilah penting
perpajakan.
Pelayanan Ukuran sebarapa .  Bukti langsung Skala
Fiskus (X2) | baik tingkat (tangibles). Interval
pelayanan yang b. Daya tanggap
diberikan sesuai (responsiveness).
dengan harapan c. Keandalan (reliabilitas).
konsumen dalam . Jaminan (assurance).
hal ini Wajib Pajak. e. Empati (emphaty).
Sanksi Jaminan bahwa a. Sanksi bunga. Skala
Perpajakan ketentuan peraturan b. Sanksi denda. Interval
(X3) perundang- c. Sanski kenaikan.
undangan d. Sanksi kurungan.
perpajakan (norma . Sanksi penjara.
perpajakan) akan
dituruti atau ditaati.
Kepatuhan Wajib pajak yang Penyampaian surat Skala
Pemilik taat dan pemberitahuan tepat Interval
UMKM memenuhi serta waktu.
dalam | melaksanakan  b. Tidak pernah dipidana.
:‘d;v":,gd&) kewajiban c. Tidak mempunyai
perpajakan sesuai tunggakan pajak.
dengan ketentuan d. Laporan keuangan
perundang- diaudit oleh akuntan
undangan publik.
perpajakan.

Sumber: Penulis, 2016
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D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau
subjek yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan
sama untuk dipilih menjadi anggota sampel (Husein, 2011: 77). Populasi
yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang
terdaftar, dan memiliki NPWP di KPP Pratama Palembang Ilir Barat yang
berjumlah 5.037 wajib pajak.

Sampel adalah suatu prosedur dimana hanya sebagian populasi saja
yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat, serta ciri yang
dikehendaki dari suatu populasi. Sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012: 389).
Pengambilan sampel dari suatu populasi dapat dibedakan menjadi dua
kategori, yaitu:

1. Probability sampling
Probability sampling merupakan metode sampling yang setiap anggota
populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel.
a. Sampel random sederhana (simple random sampling)
Sampel random sederhana (simple random sampling) merupakan
teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang
sama, kepada setiap anggota yang ada dalam suatu populasi untuk

dijadikan sampel.



30

b. Strata sampel (stratified sampling)
Strata sampel (stratified sampling) merupakan teknik pengambilan
sampel dengan populasi yang memiliki strata atau tingkatan dan
setiap tingkatan memiliki karakteristik sendiri.

c. Cluster sampling
Cluster sampling merupakan populasi dibagi dulu atas kelompok
berdasarkan area atau cluster lalu kemudian beberapa cluster tidak
perlu homogen.

d. Sampel ganda (double sampling)
Sampel ganda (double sampling) sering disebut dengan istilah
sampel berjenjang (sequential sampling) sampel multitahap
(multiphase sampling).

2. Non probability sampling

Non probability sampling merupakan setiap unsur dalam populasi tidak

memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih sebagai

sampel.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel random
sederhana (simple random sampling) merupakan teknik pengambilan sampel
yang memberikan kesempatan yang sama, kepada setiap anggota yang ada
dalam suatu populasi untuk dijadikan sampel. Untuk mentukan jumlah
sampel digunakan perhitungan yang dikemukakan oleh Slovin, yaitu sebagai
berikut (Husein, 2011: 77):

. N
= T ¥ Nez
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Dimana:
n = ukuran sampel
N = ukuran populasi
e = persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan
sampel yang masih dapat ditolelir atau diinginkan, dalam sampel ini
adalah 10%.
Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir
Barat UMKM yang terdaftar dan memiliki NPWP tahun 2014 tercatat
sebanyak 5.037 wajib pajak. Jadi, jumlah sampel untuk penelitian dengan
persen kelonggaran sebesar 10% adalah:

5037
"= 1+5.037(0,1)2

n = 98,05 pembulatan 98
Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 98

wajib pajak UMKM.

Data yang Diperlukan
Data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokan menjadi (Husein,
2011: 42):
1. Data Primer
Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik
individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian

kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.
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2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan
disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain
misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer
dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui
kuesioner yang dibagikan kepada responden, yaitu wajib pajak UMKM
terdaftar dan memiliki NPWP. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh
melalui data jumlah UMKM di Kota Palembang, jumlah wajib pajak UMKM
yang terdaftar dan memiliki NPWP, jumlah penerimaan pajak dan jumlah
penerimaan pajak dari sektor UMKM yang terdapat di KPP Pratama

Palembang Ilir Barat.

Metode Pengumpulan Data
Dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dilakukan sebagai
berikut (Sugiyono, 2012: 194):
1. Interview (wawancara)
Interview adalah teknik pengumpulan data dalam periode survei yang
menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.
2. Kuesioner (angket)
Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk

menjawabnya.
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3. Observasi
Observasi adalah pengamatan atau pencatatan yang sisitematis terhadap
gejala-gejala yang diteliti.

4. Dokumentasi
Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang terdahulu. Dokumentasi ini
biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya menumental dari
seseorang.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian
ini adalah interview, kuesioner dan dokumentasi. Interview dilakukan dengan
cara bertanya langsung kepada wajib pajak UMKM. Kuesioner dilakukan
dengan cara menyebarkan pertanyaan tertulis yang diberikan kepada wajib
pajak UMKM. Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat jumlah UMKM
Kota Palembang, jumlah UMKM terdaftar dan memiliki NPWP, jumlah
penerimaan pajak dan jumlah penerimaan pajak dari sektor UMKM di KPP

Pratama Palembang Ilir Barat.

. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data
Analisis data terdiri dari 2 jenis (Mudrajad, 2009: 145):
a. Analisis Data Kualitatif
Analisis  kualitatif merupakan teknis analisis dengan cara
menganalisis data yang bukan berupa angka-angka atau data yang

tidak diukur dengan skala numerik.
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b. Analisis Kuantitatif
Analisis kuantitatif merupakan teknis analisis dengan cara
menganalisis data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka
perhitungan.

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini
adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan dengan
menggunakan rumus-rumus statistik, yang disesuaikan dengan penelitian
yang dilakukan untuk menilai hasil dari pengisian kuesioner. Hasil
pengisian kuesioner yang dilakukan oleh responden tersebut diuji melalui
pengujian statistik. Pengujian statistik dalam penelitian ini dibantu oleh
aplikasi program Statistical Product and Service Solution (SPSS) Versi
20.

Terdapat beberapa skala pengukuran yang dapat digunakan
untuk mengukur variabel-variabel yang diteliti. Skala yang dapat
digunakan dalam penelitian, yaitu (Sugiyono, 2012: 132):

1) Skala likert
Skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap
pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang
fenomena sosial.

2) Skala gutman
Skala gutman adalah skala yang digunakan bila peneliti ingin
mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang

dinyatakan.
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3) Rating scale
Rating scale adalah mengolah data mentah yang diperoleh berupa
angka kemudian ditafsirkan dalam penelitian kualitatif.

4) Semantic deferential
Semantic deferential adalah data yang digunakan untuk mengukur
sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki seseorang.

Keempat jenis skala di atas bila digunakan dalam pengukuran
akan memperoleh data interval atau rasio. Hal ini tergantung pada bidang
yang akan diukur. Jenis skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah
skala likert. Berdasarkan indikator variabel yang diukur dan dijadikan
tolak ukur untuk dilakukannya peyusunan item-item instrument berupa

pernyataan. Jawaban pada skala likert dengan pengkuantitatifan adalah

sebagai berikut:

Sangat Setuju =8S dikuantitatifkan = 5
Setuju =S dikuantitatifkan = 4
Ragu =R dikuantitatifkan = 3
Tidak Setuju =TS dikuantitatifkan = 2
Sangat Tidak Setuju =STS dikuantitatitkan = 1

Syarat untuk pengujian analisis dengan menggunakan regresi
harus data interval, maka data yang diperoleh dari kuesioner yang
berbentuk skala ordinal dinaikan menjadi interval. Proses penaikan skala
ordinal menjadi interval digunakan program Microsoft Successif Interval

(MSI).
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2. Teknik Analisis
a. Uji Validitas
Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang
terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh
peneliti. Data yang valid adalah “data yang tidak berbeda™ antar data
yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi
pada objek penelitian. Kuesioner dapat dikatakan valid jika
pertanyaan dalam suatu kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu
yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Sugiyono, 2013: 352).
Dapat disimpulkan validitas ingin mengukur apakah
pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat benar-benar dapat
mengukur apa yang hendak kita ukur. Pengujian validitas dengan
menggunakan alat bantu program statistik dengan kriteria sebagai
berikut:
1) Jika nilai rpiung positif dan r hitung > T tabel» Maka butir
pertanyaan tersebut valid.
2) Jika nilai rpjng positif dan r hitung < T tabel. Maka butir
pertanyaan tersebut tidak valid.

3) Thitung dapat dilihat pada kolom correcterd item total

corelation.
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b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan
stabilitas data atau temuan. Untuk pandangan positivistic (kuantitatif),
suatu data dinyatakan reliabel, apabila dua atau lebih penelitian dalam
objek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti sama
dalam waktu yang berbeda menghasilkan data yang sama, atau
sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang
tidak berbeda (Sugiyono, 2013: 354)

Teknik statistik ini digunakan untuk pengujian dengan
koefisien combach’s alpha dengan bantuan software SPSS versi 20.
Combach’s alpha merupakan uji reliabilitas untuk alternatif jawaban
lebih dari dua. Secara umum suatu instrument dikatakan realibel jika
memiliki koefisien combach’s alpha > 0,6. Dasar dari pengujian uji
reliabilitas adalah sebagai berikut:

1) Combach’s alpha > 0,6 combach’s alpha acceptable (construct
reable).
2) Combach’s alpha < 0,6_combach’s alphapoor acceptable

(construct reable).

¢. Uji Asumsi Klasik
1) Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.
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Untuk pengujian ini terdapat dua cara yang biasa digunakan untuk

menguji normalititas model regresi, yaitu dengan analisis grafik

normal P-P plot dan analisis statistik one sample kolmogorov-
smirnuv test. Melakukan pengujian normalitas untuk penelitian ini
menggunakan normal P-P plot. Dasar pengambilan keputusan

untuk pengujian normalitas yaitu (Santoso, 2012: 234):

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti
arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukan
pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi
normalitas.

2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak
mengikuti arah garis diagonal atau grafik histrogram tidak
menunjukan pola distribusi normal, maka model regresi tidak

memenuhi asumsi normalitas.

Uji Autokorelasi

Uji Autokolerasi merupakan pengujian dalam regresi,
yaitu nilai dari variabel dependen tidak berpengaruh rerhadap
nilai variabel itu sendiri. Pengujian ini menggunakan model uji
Durbin Watson (DW) dengan ketentuan jika Durbin Watson
(DW) berkisar diantara -2 sampai +2 menunjukan bahwa tidak

terjadi autokolerasi.
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Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada

atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Uji multikolinieritas
bertujuan untuk menguji apakah mengujji model regresi
ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independent
variable). Untuk mendeteksi apakah terjadi multikolinieritas
dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor
(VIF) (Sumanto, 2014: 165).
Melihat nilai tolerance:
a) Tidak terjadi multikolinieritas, jika nilai tolerance > 0,10.
b) Terjadi multikolinieritas, jika nilai tolerance lebih kecil atau

sama dengan 0,10.
Melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor):
a) Tidak terjadi multikolinieritas, jika nilai VIF < 10,00.
b) Terjadi multikolinieritas, jika nilai VIF lebih besar atau sama

dengan 10,00.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui
apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians
dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Melakukan
pengujian heteroskedastisitas untuk penelitian ini menggunakan

uji scatter plat. Dasar pengambilan untuk pengujian
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heteroskedastisitas dengan melihat scatter plat yaitu (Santoso,

2012: 240):

a. Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk
sebuah pola tertentu yang teratur, maka terjadi
heteroskedastisitas.

b. Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar di
atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi

heteroskedastisitas.

d. Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier
antara dua variabel atau lebih, variabel independen (X; X, Xj)
dengan variabel dependen (Y). Analisis ini digunakan untuk
mengetahui hubungan antar variabel independen dengan variabel
dependen, apakah masing-masing variabel berhubungan positif atau
negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel independen
mengalami kenaikan atau penurunan. Jadi, analisis regresi linier
berganda akan dilakukan bila jumlah variebel independennya minimal
2 (dua). Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda
dengan persamaan sebagai berikut (Sugiyono, 2013: 277):
Y=a+b;X; + bX; + b3X; +e
Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak
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a = Konstanta (nilai Y bila X = 0)

b, = Koefisien regresi pemahaman pajak
b, = Koefisien regresi pelayanan fiskus
b; = Koefisien regresi sanksi perpajakan
X, = Pemahaman pajak

X, = Pelayanana fiskus

X3 = Sanksi perpajakan

e = Error/residual

. Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentasi
total varians dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel
bebas. Apabila analisis yang digunakan adalah regresi sederhana,
maka yang digunakan adalah nilai R Square. Namun apabila analisis
yang digunakan adalah regresi berganda, maka yang digunakan adalah
Adjusted R Square. Hasil perhitungan Adjusted R* dapat dilihat pada
output mode summary. Pada kolom Adjusted R? dapat diketahui
berapa presentase yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas
terhadap variabel terikat, sedangkan sisanya dipengaruhi atau
dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukan dalam

model penelitian.
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f. Uji Hipotesis
Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan
masalah penelitian, maka perlu dilakukan pengujjian atas hipotesis
tersebut dengan uji sebagai berikut (Sugiyono, 2013: 93):
1) Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)
Pegujian hipotesis secara parsial merupakan pengujian hipotesis
koefisien regresi berganda dengan X, atau X, yang
mempengaruhi Y. Langkah-langkah dalam uji hipotesis secara
parsial yaitu:
a) Merumuskan hipotesis

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

Hpy1: Tidak terdapat pengaruh pemahaman pajak secara
parsial terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam
memiliki NPWP.

Hapq: Terdapat pengaruh pemahaman pajak secara parsial

terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki
NPWP.

Hpi2: Tidak terdapat pengaruh pelayanan fiskus secara
parsial terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam
memiliki NPWP.

H,12: Terdapat pengaruh pelayanan fiskus secara parsial
terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki

NPWP.
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Hpq3: Tidak terdapat pengaruh sanksi perpajakan secara
parsial terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam
memiliki NPWP.

Hay3: Terdapat pengaruh sanksi perpajakan secara parsial
terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki
NPWP.

Menentukan taraf nyata

Tingkat signifikan sebesar 5% taraf nyata dari t e

ditentukan dari derajat bebas (db) = n-k-l, taraf nyata (a)

berarti nilai t (,p,), taraf nyata dari F ;¢ ditentukan dengan

derajat bebas (db) = n-k-1.

Hp ditolak dan H, diterima apabila tphjrung™ teapel-

Berdasarkan probabilitas Hy ditolak jika Pyaue < 5%, H,

diterima jika P 440 > 5%.

d) Kesimpulan.

Pegujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Pegujian hipotesis secara simultan merupakan pengujian hipotesis

koefisien regresi berganda dengan X; dan X, secara bersama-

sama mempengaruhi Y. Langkah-langkah dalam uji hipotesis

secara simultan yaitu:

a) Merumuskan hipotesis

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:
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Hpz: Tidak terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi
positif dan signifikan (pemahaman pajak, pelayanan
fiskus dan sanksi perpajakan) secara simultan
terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki
NPWP.

Hap: Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi negatif dan
signifikan (pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan
sanksi  perpajakan) secara simultan terhadap
kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

Menentukan taraf nyata

Tingkat signifikan sebesar 5% taraf nyata dari tpe

ditentukan dari derajat bebas (db) = n-k-l, taraf nyata (a)

berarti nilai F 1,1, taraf nyata dari F ) ditentukan dengan

derajat bebas (db) = n-k-1.

Ho ditolak dan H, diterima apabila F hirung™> F taper, dan

dengan tingkat signifikasi <0,05.

Kesimpulan.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

i

Gambaran Umum KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat didirikan
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 132/PMK 01/2006 tentang
organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 67/PMK 01/2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang
[lir Barat, bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah
DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang
berkedudukan di Palembang. Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Palembang Ilir Barat yang sebelumnya bernama Kantor Pelayanan Pajak
Palembang Ilir Barat, didirikan sebagai bagian dari modernisasi
Direktorat Jenderal Pajak dengan menerapkan sistem administrasi
perpajakan modern.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat di JI.
Tasik Kambang Iwak, Palembang 30135. Satu gedung dengan kantor
DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dan Kantor
Pelayanan Pajak Madya Palembang. Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Palembang Ilir Barat memiliki wilayah kerja meliputi 6 (enam)

Kecamatan di Kota Palembang yaitu Ilir Barat I, Ilir Barat 1I, Bukit

45
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Kecil. Sukarami, Alang-Alang Lebar dan Gandus, yang terdiri dari 324

Rukun Warga (RW) dan 1338 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah

penduduk 592.158 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 300.631 dan

perempuan 291.527. Luas wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Palembang llir Barat adalah 190.730 km?2.

Struktur Organisasi dan Tugas-tugasnya

Struktur KPP Pralama Palembang llir Barat dapat dilihat

pada gambar IV.I berikut:

Gambar IV.1

Struktur Organisasi
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Susunan organisasi dan tugas di KPP Pratama Palembang Ilir Barat

terdiri dari:

1)

2)

3)

4)

Sub bagian umum

Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan pengurusan
kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga.

Seksi pengelolaan data dan informasi

Seksi pengelolaan data dan informasi mempunyai tugas untuk
melakukan pencarian, pengumpulan dan pengelolaan data,
penyajian informasi perpajakan perekaman dokumen perpajakan
urusan penerimaan tata usaha, pengalokasian pajak bumi dan
bangunan P3, termasuk dibidang IT organisasi yang memiliki
wewenangan dan tangggung jawab termasuk dalam seksi ini
yang dinamakan operator consule.

Seksi pelayanan

Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan pelatihan dan
penetapan produk hukum perpajakan, penerimaan dan
pengelolaan surat pemberitahuan.

Seksi ekstensifikasi perpajakan

Seksi ekstensifikasi perpajakan mempunyai tugas untuk
melakukan pengamatan potensi pajak, pendataan objek dan

subjek untuk menunjang ekstensifikasi perpajakan.
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Seksi pemeriksaan

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan
rencana pemeriksaan ke tempat-tempat wajib pajak untuk
melihat lansung objek pajak yang ada. Penertiban dan
administrasi surat pemerikasaan dilakukan oleh seksi
pemeriksaan.

Seksi pengawasan dan konsultasi I- IV

Seksi pengawasan dan konsultasi memiliki tugas untuk
melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak atas kewajiban
perpajakannya. Seksi ini juga bertugas untuk memberikan
konsultasi perpajakan kepada wajib pajak. terdapat 4 bagian
yang mempunyai wilayah kerja yang berbeda-beda.

Seksi penagihan

Seksi penagihan mempunyai tugas untuk mengurus tagihan
kepada wajib pajak yang memiliki piutang pajak, penundaan
angsuran pajak dan tunggakan pajak.

Kelompok jabatan fungsional

Dapat diketahui bagian yang bertanggung jawab untuk jaringan

komputer pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

Visi dan Misi

Untuk menunjang keberhasilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Palembang Ilir Barat dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib
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pajak dalam menaati peraturan perundang-undangan perpajakan
yang berlaku.
1) Visi
Menjadi KPP yang berintegritas tinggi dan bekerja secara
profesional dalam memberikan pelayanan terbaik.
2) Misi
Menghimpun penerimaan negara demi terwujudnya kemandirian
bangsa dengan berpegeng teguh pada nilai-nilai kementrian.
3) Motto
Memberikan pelayanan yang tuntas, adil dan tepat waktu dengan

mengedepankan transparansi dan kualitas.

Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat
mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan
pengawasan wajib pajak dibidang PPh, PPN, PPnBM dan pajak tidak
langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan
tugasnya KPP Pratama Palembang Ilir Barat menyelenggarakan
fungsinya antara lain:
1) Pengumpulan, pencarian dan pengelolaan data, pengamatan

potensi perpajakan, penyajian informasi pajak dan pendataan.

2) Menetapkan dan menerbitkan produk hukum perpajakan.
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Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan,

penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan
penerimaan surat lainnya.

Penyuluhan perpajakan.

Pelaksanaan regestrasi wajib pajak.

Pelaksanaan ekstensifikasi.

Pelaksanaan penerimaan pajak.

Pelaksanaan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Pelaksanaan konsultasi perpajakan.

10) Pelaksanaan intensifikasi.

11) Pembetulan ketetapan pajak.

12) Pelaksanaan administrasi kantor.

2. Gambaran Karakteristik Responden

serta

Penelitian mengenai  faktor-faktor yang mempengaruhi

kepatuhan pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dilakukan di KPP Pratama

Palembang Ilir Barat. Responden penelitian ini diambil dari para wajib

pajak UMKM yang melakukan proses perpajakan di KPP Pratama

Palembang Ilir Barat.

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan

data yang kemudian di uji, dilakukan pada tanggal 09 Februari 2016

sampai dengan 16 Februari 2016. Dalam mendapatkan responden
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penelitian maka dilakukan penyebaran sebanyak 98 kuesioner kepada
wajib pajak yang ditemui pada saat melakukan proses perpajakan di KPP
Pratama Palembang Ilir Barat dan semua kuesioner kembali dengan utuh.

Deskripsi responden dapat dilihat dari demografi responden
yang meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan pekerjaan.
Berikut tabel IV.1 yang menjelaskan menegnai gambaran umum

responden di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

Tabel IV.1
Karakteristik Respenden
Karakteristik Keterangan Jumlah Persentase
Responden
Jenis Kelamin | Pria 67 68%
Wanita 31 32%
Usia < 25 tahun 4 4%
25 — 35 tahun 50 51%
36 — 45 tahun 36 37%
> 45 tahun 8 8%
Pekerjaan SD - -
SMP - -
SMA/Sederajat 32 33%
Diploma/Sarjana 66 67%
Pendidikan Pelajar/Mahasiswa 3 3%
Pegawai Negeri 10 10%
Pegawai Negeri 46 47%
Wiraswasta 39 40%
Lainnya - -

Sumber: Hasil Pengelolaan Data, 2016

Berdasarkan tabel IV.I tersebut di atas dapat diketahui bahwa
dari 98 orang wajib pajak UMKM yang menjadi responden. Penelitian ini
memiliki jenis kelamin pria sebanyak 68 orang atau sebesar (68%),
sedangkan jumlah responden yang berjenis kelamin wanita sebanyak 32

orang atau sebesar (32%).
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Unsur responden dapat dikelompokan seperti pada tabel IV.I
dan dari hasil pengelompokan terlihat sebanyak 4 orang (4%) berusia
kurang dari 25 tahun. Responden yang berusia 25-35 tahun sebanyak 50
orang (51%), sementara itu responden yang berusia 36-45 tahun
sebanyak 36 orang (37%), dan untuk responden yang berusia lebih dari
45 tahun sebanyak 8 orang (8%).

Berdasarkan tabel IV.] tersebut dapat diketahui bahwa tingkat
pendidikan responden yang ditemukan pada penyebaran kuesioner, hanya
SMA atau sederajat dan Diploma atau Sarjana. Sebagian besar responden
menempuh pendidikan sampai tingkat Diploma atau Sarjana yaitu
sebanyak 66 orang (67%) dan sebanyak 32 orang (33%) menempuh
pendidikan sampai dengan tingkat SMA atau sederajat, sedangkan
responden dengan tingkat pendidikan SD dan SMP tidak ditemukan pada
saat penyebaran kuesioner.

Berdasarkan tabel IV.I tersebut dapat diketahui responden
memiliki pekerjaan yang berbeda-beda, responden yang bekerja sebagai
Pelajar atau Mahasisiwa sebanyak 3 orang (3%). Responden yang
bekerja sebagai Pegawai Negeri sebanyak 10 orang (10%). Sementara
responden yang bekerja sebagai Pegawai Swasta sebanyak 46 orang
(47%). Responden yang bekerja sebagai Wiraswsata berada pada jumlah
terbesar yaitu sebanyak 39 orang (40%), sedangkan untuk responden
yang bekerja diluar dari pilihan tidak ditemukan pada saat penyebaran

kuesioner.
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3. Gambaran Karakteristik Variabel

Kuesioner yang diberikan kepada responden terdiri dari 4
variabel yaitu 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebas
adalah Pemahaman Pajak (X,;), Pelayanan Fiskus (X;) dan Sanksi
Perpajakan (X;), sedangkan variabel terikat adalah Kepatuhan Pemilik
UMKM Dalam Memilki NPWP (Y). Butir pertanyaan pada variabel
bebas pertama (X;) berjumlah 6 pertanyaan yang terdiri dari 3 indikator
yaitu memahami konsep-konsep dasar perpajakan, mengembangkan
pemahaman konsep dasar perpajakan dan mengenal dan memahami
istilah-istilah penting perpajakan.

Butir pertanyaan pada variabel bebas kedua (X;) berjumlah 10
pertanyaan, yang terdiri dari 5 indikator yaitu bukti fisik (tangibles), daya
tangggap (resvonsifeness), kehandalan (reliabilitas), jaminan (assurance)
dan empati (emphaty). Butir pertanyaan pada variabel bebas ketiga (X3)
berjumlah 8 pertanyaan yang terdiri dari 5 indikator yaitu sanksi
adminstrasi bunga, sanksi administrasi denda, sanksi administrasi
kenaikan, sanksi pidana kurungan dan sanksi pidana penjara. Butir
pertanyaan pada variabel terikat (Y) berjumlah 8 pertanyaan yang terdiri
dari 4 indikator yaitu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
tepat waktu, tidak mempunyai tunggakan pajak, laporan keuangan
diaudit oleh akuntan publik dan tidak pernah di pidana.

Tujuan diberikan pertanyaan tersebut adalah untuk mengetahui

pengaruh pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perjakan
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terhadap kepatuhan pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di
KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

Data ordinal yang sudah diberikan skor kemudian disusun
kedalam tabulasi yang membantu peneliti dalam melakukan berbagai
analisis pada penelitian ini. Kemudian skor atas jawaban dari responden
dijumlahkan berdasarkan variabel untuk masing-masing responden. Data
ordinal yang didapat dari jawaban kuesioner responden kemudian
dinaikan menjadi data interval guna memenuhi syarat dalam
menggunakan analisis regresi dengan menggunakan program software
MSI  (Microsofi Successive Interval). Rekapitulasi data mengenai
jawaban responden tentang Pemahaman Pajak (X,), Pelayanan Fiskus
(X2), Sanksi Perpajakan (X;) dan Kepatuhan Pemilik UMKM Dalam

Memiliki NPWP (Y).
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Tabel IV.2
Rekapitulasi Hasil Data Jawaban Kuesioner
Responden Data Ordinal Data Interval
X1 | X2 | X3 Y X1 X2 X3 Y

I 28 46 | 35 40 23.727 39.348 29.379 34.791
2. 30 42 34 37 26.787 33.634 27.956 30.613
3. 26 42 | 27 34 20915 33.925 20.471 26.671
4. 29 42 30 35 25.299 35.075 23.917 28.171
5 25 42| 28 35 19.342 33.861 21915 27.984
6. 26 43 25 37 20.973 35.076 18.101 30.610
7. 26| 41 31 38 20.904 33.522 25.274 32.055
8. 25 42 34 38 19.393 33.794 26.555 32.113
9. 24 | 43 33 38 18.027 35.310 25.110 31.947
10. 22 34 31 32 15.248 26.458 22.767 23.843
i1. 24 40 38 37 18.027 31.009 32.423 30.518
12. 26 42 39 35 21.017 34.457 33.744 27.965
13. 25 35 34 35 19.393 26.427 26.555 27.942
14. 25 35 34 35 19.393 26.427 26.555 28.063
15. 28 39 37 32 23.704 31.762 30.715 25.386
16. 24 40 | 40 30 18.027 32.854 35.239 22.542
17. 25 43 34 38 19.515 36.098 26.442 31.947
18. 28 40 34 38 23.831 31.656 26.442 31.947
19. 29 42 36 32 25.320 33.711 29.385 23.843
20. 24 47 | 32 40 18.027 42.547 23.687 34.791
21. 24 44 32 32 18.027 38.404 23.687 23.843
22. 24 38 34 40 18.027 29.938 26.483 34.791
23. 27 39 37 32 22.465 31.663 30.924 23.843
24. 25 38 33 35 19.495 30.147 25.069 28.187
25. 26 37 36 34 20.881 28.961 29.385 26.687
26. 24 40 36 38 18.027 32.724 29.432 31.947
27. 25 39 33 38 19.515 30.470 25.069 31.947
28. 24 43 35 38 18.027 34,987 28.009 31.947
29. 24 41 33 36 18.027 33.255 25.059 29.613
30. 25 45 35 40 19.495 38.074 28.169 34.791
31. 25 39 32 32 19.515 31.283 23.687 23.843
32. 24 38 33 32 18.027 29.938 25.059 23.843
33. 25 39| 32 35 19.382 31.918 23.687 27.972
34. 30 48 40 36 26.787 42.255 35.239 29.429
35. 30| 45 39 38 26.787 38.699 33.857 32.071
36. 25 42 34 35 19.382 35.952 26.555 28.187
37. 26 41 38 34 20.983 34172 32.443 26.606
38. 24 39 32 40 18.027 31.368 23.687 | |, 34.791
39 27 | 41 33 40 22.338 33.917 25.059 | \34.791
40. 28 40 34 39 23.831 32.538 26.554 33.290
41. 29 41 32 33 25.421 33.968 23.687 25.343
42. 27 44 | 33 33 22.338 36.097 25.130 25.105
43. 22 40 [ 33 38 16.075 31.814 25.059 32.353
44. 24 48 34 37 18.027 42.178 26.555 30.772
45. 25 45 32 38 19.515 37.431 23.687 31.947
46. 25 48 32 32 19.495 41.863 23.687 23.843
47. 25 42 35 38 19.382 33.766 27.938 32.028
48. 30 44 38 34 26.787 36.318 32.433 26.687
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49. 28 44| 39| 35 23.964 36.301 33.744 28.053
50. 30| 43| 39| 34 26.787 35.847 33.744 26.687
51. 13| 30) 27| 35 7471 23.465 17.027 28.187
52. 16| 28| 28| 28 10.891 20.508 18.291 21.793
53. 22| 38| 27| 29 15.491 31.183 22.580 22.947
54. 2| 42| 27 14 17.064 33.517 17.027 11.330
55. 26| 34| 28| 30 21.485 25.608 18.474 22.506
56. 24| 34| 28| 27 19.033 25.778 18.474 20.103
57. 26| 27 29| 26 21.375 23.141 19.613 18.949
58. 26) 270 29| 26 21375 23.141 19.613 18.841
59. 26| 26| 30 18 21.375 20.492 23.903 13.027
60. 271 39| 32| 24 22.349 30.670 23.704 16.556
61. 22| 31 35] 30 16.938 24.628 28.346 22.319
62. 26| 39| 33| 38 21.110 31.520 26.599 32.169
63. 29| 47| 37| 31 25.299 40.328 30.852 23.302
64. 26| 44| 38| 33 20.881 36.326 32372 25.807
65. 24 | 41 37| 37 18.401 33.121 32.496 30.705
66. 23| 45| 40| 32 16.983 38.715 35.239 24.973
67. 25| 40| 30| 40 19.997 32.255 21.682 34.791
68. 24| 43| 34| 34 18.027 34.899 26.483 27.271
69. 27| 38| 37| 30 22.349 29.450 30.965 23.789
70. 26| 39| 35| 36 21.235 31.368 27.890 29.205
N 26| 40| 35| 37 20.861 32.451 28.169 30.772
72. 24| 44| 35| 32 20.251 36.321 27.979 23.843
73. 26 | 41 33| 36 20.881 34.258 25.059 29.191
74. 26 | 41 35/ 34 20.870 32.371 28.121 26.687
75. 24| 42| 35| 32 18.027 35.640 27.927 24.800
76. 26 | 41 34| 35 20.850 32.039 26.578 28.053
71. 24 | 46 ( 32| 33 18.027 39.189 23.687 25.209
78. 28| 43| 34| 32 23.831 37.088 26.442 23.843
79. 25| 45| 32| 33 19.515 39.948 23.687 25.209
80. 24 | 41 32 ] 34 18.027 32.039 23.687 26.709
81. 28| 44| 38| 38 23.831 36.637 32.371 31.947
82. 25| 39| 34| 36 19.495 31.526 26.673 29.406
83. 24| 44| 34| 32 18.027 37.523 26.554 23.873
84. 25| 44| 32| 32 19.495 36.142 23.687 23.843
85. 25| 41 34| 36 19.515 32.485 26.483 29.450
86. 30| 32| 34| 32 26.787 24.520 26.503 24.455
87. 30| 33| 35( 32 26.787 25.100 27.890 24.800
88. 27| 43| 31 37 22.338 35.535 22.537 31.238
89. 251 31| 33)] _ 33 19.495 29914 25.110 25.675
90. 30} 33 35) 31 26.787 25.100 27.890 22912
91. 26| 34| 33| 37 21.235 24.693 25.575 31.238
92. 22| 40| 32| 36 16.583 31.009 23.687 29.816
93. 29| 34| 30| 33 25299 25.811 21.786 25.098
94. 20| 38| 33| 34 13.745 29.444 25.248 27.257
95. 22| 40 32| 35 16.583 31.009 23.687 29.876
96. 19 38| 33| 31 12.379 29.444 25.248 22.912
97. 30| 33| 35| 35 26.787 25.100 27.890 29.876
98 22| 40| 32 ] 36 16.583 31.009 23.687 29.816

Sumber: i)ata Primer yang Diolah, 2016
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4. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian
Hasil uji statistik deskriptif akan diuraikan pada bagian ini.

Variabel independen yaitu pemahaman pajak (X,) yang terdiri dari 6
pertanyaan, pelayanan fiskus (X;) yang terdiri dari 10 pertanyaan, dan
sanksi perpajakan (X3) yang terdiri dari 8 pertanyaan. Untuk variabel
dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan pemilik UMKM dalam
memiliki NPWP (Y) terdiri dari 8 pertanyaan. Berikut ini hasil analisis
jawaban kuesioner untuk mengukur variabel yang diteliti dalam
penelitian ini:
1) Pemahaman Pajak (X,)

Untuk pemahaman pajak dari hasil penelitian dapat dilihat pada

tabel-tabel berikut ini:

a) Memahami konsep-konsep dasar perpajakan.

Tabel IV.3

Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Indikator Memahami Konsep-Konsep Dasar Perpajakan

Pertanyaan Sangat Tidak Sangat
Setuju Setuju Ragu-ragu Setuju Tidak
Setuju
| % | ¥ % Y| % | 3] % | %
P1 36 |137% | 50 | 51% | S | 5% | 6 | 6% | 1 1%
P2 31 132% | 62| 63% | 3 | 3% | 2 | 2% | O 0

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016
Berdasarkan tabel IV.3 pertanyaan pertama dengan indikator
memahami konsep dasar-dasar perpajakan, yaitu wajib pajak telah
mengetahui bahwa memiliki NPWP adalah sebuah kewajiban. Sebanyak

50 responden atau 51% menjawab setuju, karena pengenaan sanksi
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tersebut telah dijelaskan di dalam KUP dan telah memberikan sosialisasi
mengenai peraturan perpajakan. 6 responden atau 6% menjawab tidak
setuju karena sosialisasi yang dilakukan KPP belum secara menyeluruh.

Pertanyaan kedua yaitu wajib pajak mengetahui fungsi dan
manfaat NPWP. Sebanyak 62 responden atau 63% menjawab setuju,
karena telah dijelaskan di dalam KUP dan telah disosialisasikan oleh DJP
dan dengan mengetahui fungsi dan manfaat NPWP wajib pajak akan
lebih mudah dalam melakukan proses perpajakannya. 3 responden atau
3% menjawab ragu-ragu, karena sosialisasi yang dilakukan oleh KPP
belum menyeluruh.

b) Mengembangkan konsep dasar perpajakan.
Tabel IV 4

Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Indikator Mengembangkan Kosep Dasar Perpajakan

Pertanyaan Sangat Tidak Sangat
Setuju Setuju Ragu-ragu Setuju Tidak

Setuju

Y| % > % | ¥ % ([ X1 % (X %

P3 35 [36% | 50 [51% [ 10| 10% | 2 [ 2% [1 | 1%

P4 37 | 38% | 55 |56% | 4 4% 2 1 2% [{0] 0O

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016
Berdasarkan tabel IV.4 pertanyaan ketiga dengan indikator
mengembangkan konsep dasar perpajakan, yaitu wajib pajak mengetahui
prosedur dan syarat administrasi pendaftaran NPWP. Sebanyak 50
responden atau 51% menjawab setuju, karena prosedur pendaftaran dan
syarat untuk memiliki NPWP sudah tersedia di website DJP dan juga

telah dilakukan sosialisasi oleh petugas pajak. 10 responden atau 10%
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menjawab ragu-ragu, karena sosialisasi yang dilakukan oleh petugas
pajak belum secara menyeluruh.

Pertanyaan keempat yaitu wajib pajak mengetahui tempat
pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP. Sebanyak 55 responden atau
56% menjawab setuju, karena KPP telah melakukan sosialisasi mengenai
tempat pendaftran NPWP dan pengukuhan PKP. 4 responden atau 4%
menjawab ragu-ragu, karena sosialisasi yang dilakukan KPP belum
menyeluruh.

¢) Mengenal dan memahami istilah-istilah penting perpajakan.
Tabel IV.5

Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Indikator Memahami Istilah-Istilah Penting Perpajakan

Pertanyaan Sangat Tidak Sangat
Setuju Setuju Ragu-ragu Setuju Tidak

Setuju

> | % ¥ %o ) Y% 3 % > | %

P5 26 | 27% | 67 | 68% | 1 1% 4 |1 4% | 0 0
P6 37 | 38% | 56 [57% | 5 5% 0 0 0 |0

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016
Berdasarkan tabel IV.5 pertanyaan kelima dengan indikator
mengenal dan memahami istilah-istilah penting perpajakan, yaitu wajib
pajak mengetahui arti dari kode atau nomor yang tertera di NPWP.
Sebanyak 67 responden atau 68% menjawab setuju, dengan alasan
karena setiap informasi mengenai perpajakan sudah dapat di akses
mealaui situs-situs online yang dikelolah oleh DJP begitu juga kode yang

tertera di NPWP. 4 responden atau 4% menjawab tidak setuju, karena
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petugas pajak seharusnya memberikan sosialisasi atau penjelasan agar
wajib pajak mengetahui arti kode atau nomor di NPWP.

Pertanyaan keenam yaitu wajib pajak tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dari pajak yang dibayarkan. Sebanyak 56
responden atau 57% menjawab setuju, karena pajak yang dibayarkan
digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. 5
responden atau 5% menjawab ra